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Abstraksi 

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan penggalangan civic literacy 

(literasi kewarganegaraan) di kalangan mahasiswa yang terlibat dalam organisasi 

kemahasiswaan. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan pandangan mereka 

mengenai praktik demokrasi di Indonesia, khususnya melalui momentum Pemilu 

2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif khususnya 

fenomenologi dengan pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa justru terdapat pandangan yang positif di 

kalangan mahasiswa terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai skema 

rekruitmen kepemimpinan politik di Indonesia. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa dalam pandangan mahasiswa, tantangan demokrasi di 

Indonesia melalui Pemilu diuji oleh pengaruh budaya digital. Dalam konteks ini, 

pengetahuan responden tentang aspek literasi kewarganegaraan dan partisipasi 

politik mereka mengalami perubahan sebagai dampak dari meluasnya praktik 

budaya digital sehingga menjadi tantangan demokrasi Indonesia di masa depan. 

Kata kunci: civic literacy, organisasi kemahasiswaan, partisipasi politik, 

tantangan demokrasi Indonesia, Pemilu 2019 

Abstract 

This research is aimed at describing civic literacy rasing among university 

students involved in student organizations. The research objective is to reveal 

their views on democratic practices in Indonesia, particularly through the 

moment of the 2019 elections. The research is conducted by a qualitative method, 

specifically by phenomenological approaches such as interviews, observation, 

and collecting documents. The result of the study shows that a positive outlook 

has been perceived by the students with regard to the 2019 election as a scheme 

of political leadership recruitment in Indonesia. The result also shows that 

according to the student perceptions, the challenge of the practice of democracy 

in Indonesia through the election voting has been contested by the impact of 

digital culture. Within this context, the respondents’ knowledge about civic 

literacy and their political participation have been also affected by the upscaling 

digital practices, therefore it has been a future challenge for Indonesian 

democracy in next the future. 

Keywords: civic literacy, student organizations, political participation, 

Indonesian democratic challenge, 2019 elections
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PENDAHULUAN 

 

Hajatan pemilihan umum (Pemilu) 2019 bagi bangsa Indonesia merupakan 

pesta akbar yang tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden tetapi juga 

memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak 

2019 adalah hasil dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013 terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai negara demokrasi, 

pemilihan umum bagi Bangsa Indonesia adalah konsekuensi logis, Meskipun di 

sisi lain masih ada ketidak sepakatan mengenai pelibatan masyarakat sebagai 

prasyarat bentuk pemerintahan yang demokratis. Namun keterlibatan individu 

pada sektor publik masih menjadi pertimbangan (Rapeli L, 2014). Sesuai dengan 

tujuan Pemilu yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3, 

Pemilu bagi bangsa Indonesia menjadi salah satu jalan dalam menentukan 

pemimpin yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Terdapat tiga tujuan Pemilu yaitu; 1) sebagai mekanisme pemilihan 

pemimpin dan sebagai alternatif kebijakan umum, 2) pemindahan konflik 

kepentingan, 3) sarana mobilisasi dalam proses politik (Prihatmoko, 2003). 

Sementara secara fungsi, pemilu berfungsi sebagai mempertahankan demokrasi di 

Indonesia, mencapai keadian dan kemakmuran sesuai dengan Pancasila dan 

tegaknya Pancasila dan UUD 1945 (Kansil & Kansil, 2011). Setelah melalui 

berbagai lakon drama mengenai pelaksanaan Pemilu di Indonesia hingga akhirnya 

mencapai kemufakatan dalam bentuk Pemilu serentak pada tahun 2019, yang 

menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Pemilu 2019 dilaksanakan dan 

bagaimana dampaknya bagi tantangan demokrasi Indonesia di masa depan? 

Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 menjadi anasir bagi akademisi Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam memberikan  sumbangan  pemikiran mengenai 

dinamika yang terjadi di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai subjek 

wajib 
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yang diberikan hingga tingkat Perguruan Tinggi sesuai dengan yang tercantum 

dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) mempunyai kontribusi dalam anasir Pemilu 2019. 

Sebagaimana kajian Pendidikan Kewarganegaraan secara umum mencakup tiga 

aspek yaitu civic knowledge yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan, civic 

dispotition yang mencakup karakter kewarganegaraan dan civic skills yang 

meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris. 

Keterlibatan warga negara Indonesia dalam pemilu 2019 menjadi 

kesempatan bagi pemenuhan hak politik bagi warga negara Indonesia. Hak 

politik bagi warga salah satnya terwujud dalam partisipasi dengan pemberian hak 

pilih saat pemilihan (Fachruddin, 2006). Bagi warga Indonesia, Pada Usia 17 

tahun telah mempunyai tanggung jawab politik, tidak terkecuali bagi mahasiswa 

yang merupakan calon pemimpin di masa depan bagi bangsa Indonesia. 

Mahasiswa selama berada di bangku kuliah dipertemukan dengan berbagai 

kehidupan yang berbeda dengan masa sebelumnya yaitu masa sekolah. Di 

kampus, mahasiswa akan bertemu dengan organisasi kemahasiswaan dalam 

berbagai bungkusan nama. Namun tetap dalam tujuan untuk mengelaborasi minat 

bakat mahasiswa. Keberadaan organisasi kemahasiswaan di Indonesia secara 

tertulis ada dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi 

Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.

Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan menjadi 

motivasi bagi peneliti dalam menginvestigasi tantangan demokrasi Indonesia di 

masa depan mengingat sintesis demokrasi yang berkembang dalam wahana 

demokrasi. Peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai keberadaan civic 

literacy melalui organisasi kemahasiswaan khususnya dihadapkan pada 

perhelatan Pemilu serentak 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“bagaimana penggalangan civic literacy berlangsung melalui organisasi 

kemahasiswaan turut mempengaruhi pandangan mereka mengenai tantangan 

demokrasi Indonesia di masa depan?” Permasalahan penggalangan civic literacy 

melalui organisasi kemahasiswaan menjadi menarik untuk dikaji, terutama ketika 
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dihadapkan dengan “pesta” Pemilu serentak 2019. Berdasarkan hasil penjajakan 

terhadap penelitian terdahulu mengenai civic literacy maupun keterlibatan 

mahasiswa dalam Pemilu terhimpun sebagai berikut. Pertama, penelitian tahun 

2009 dengan melibatkan sekitar 

134.000 dari 38 negara di seluruh Eropa, Asia, dan Amerika Latin, menghasilkan 

bahwa perlunya ruang untuk mendiskusikan di luar ruang kelas dalam rangka 

mempersiapkan warganegara yang aktif (Lin, 2014). Kajian mengenai literasi 

politik dan keterlibatan warga negara merekomendasikan bahwa harus diadakan 

ruang baru dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran agen politik dan 

kegiatan yang dapat membentuk minat anak muda untuk dapat berpartisipasi atau 

bahkan tidak berpartisipasi (Dudley & Gitelson, 2002). 

Selanjutnya, hasil penelitian IEA (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) terhadap 90.000 siswa berusia 14 tahun 

di 28 negara menunjukkan bahwa sekolah mempunyai peran dalam mendorong 

keterlibatan warga dan mengajarkan keterampilan kewarganegaraan dengan 

memperhatikan iklim kelas, penekanan pada pentingnya Pemilu, dan budaya yang 

partisipatif (Torney-Purta, 2010). Penelitian lainnya mengenai hubungan 

pelaksanaan pendidikan moral dan sipil dalam menumbuhkan literasi 

kewarganegaraan dalam konteks Asia- Pasifik menujukkan hasil yakni terdapat 

pengetahuan yang meningkat dalam kategori keterampilan demokratis, pemikiran 

kritis, pengetahuan sipil, toleransi dan kebajikan demokratis setelah siswa 

mengikuti pendidikan moral dan sipil (Leung & Chan, 2019). Penguatan civic 

literacy yang dilakukan di HMP PPKn Demokratia di Dusun Binaan Mutiara 

Ilmu, Jebres, Surakarta menghasikan bahwa terdapat impilikasi pada penguatan 

ketahanan kepribadian warga negara muda (Raharjo, Armawi, & Soerjo, 2017). 

Dalam bidang pembelajaran, hasil penelitian itu menunjukan bahwa diperlukan 

pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum di 

Perguruan Tinggi pada subjek Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila guna 

menunjang penguasaan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa (Hidayah, 

Yayuk, Ulfah Nufikha, Suyitno, 2019) 

Berdasarkan dari hasil penelitian – penelitian tersebut dapat diketahui 
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Bahwa penguatan civic literacy berkontribusi dalam menumbuhkan minat dan 

pengetahuan terhadap politik. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa belum ada 

penelitian  yang  mengkaji mengenai penggalangan civic literacy melalui 

organisasi kemahasiswaan dan pengetahuan mereka tentang literasi 

kewarganegaraan dan dampaknya dalam partisipasi politik sebagai tantangan 

demokrasi Indonesia di masa depan. Terpaut dengan tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai subjek kajian dengan kajian yang banyak membahas 

menenai warga negara dan penyiapan smart and good citizen. Fungsi Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah sebagai usaha yang sadar secara ilmiah dan psikologis 

dengan dilandasi pada tujuan pendidikan nasional, agar memudahkan peserta 

didik dalam menginternalisasi moral Pancasila yang terwujud dalam tindakan 

sehari-hari (Soemantri, 2011). Dengan dasar latar belakang tersebut, peneliti 

terdorong untuk meneliti proses penggalangan civic literacy dengan melakukan 

penelitian melalui organisasi kemahasiswaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Peneliti menggunakan pendekatan  fenomenologi karena peneliti 

ingin lebih leluasa dalam menangkap fenomenena penggalangan civic literacy 

melalui organisasi kemahasiswaan dalam tantangan demokrasi Indonesia di masa 

depan. Penelitian kualitatif yang peneliti lakukan mengacu pada penyajian data 

berupa pernyataan (kata-kata) dan bukan pada hasil statistik. Metode kualitatif 

merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa pernyataan (Bogdan, 1993; 

Moleong, 2007). Subjek penelitian penggalangan civic literacy melalui organisasi 

kemahasiswaan dalam tantangan demokrasi Indonesia di masa depan adalah 24 

mahasiswa yang berasal dari jurusan yang berbeda yang terlibat dalam organisasi 

kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di delapan (8) kampus yang 

berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Yaitu; Univesitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta, Univesitas Negeri Yogayakarta, Univesitas Sanata Dharma, 

Yogayakarta. Univesitas Islam Negeri “Sunan Kalijaga” Yogyakarta. Universitas  

Atmajaya Yogyakarta, Universitas Ahamad Dahlan, Yogyakarta. Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta. Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. 
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Tabel 1. Sebaran Subjek Penelitian

 
Demografi 

 
Jumlah 

 
Total 

Gender 

Laki-Laki 15 15 

Perempuan 10 9 

 

Usia (tahun) 18-20 16 

 21-24 8 

 

Tk Pendidikan Mahasiswa S1 

Jurusan Manajemen 3 

Psikologi 1 

Pendidikan Bahasa 
Inggris 

2 

Pendidikan Agama 
Islam 

1 

Tekhnik Kimia 1 

Biologi 2 

Arsitektur 1 

Pendidikan Bimbingan
 dan 
Konseling 

2 

Pendidikan Seni Tari 1 

Biologi 3 
 

Pendidikan Ekonomi 3 
 

Komunikasi 2 
 

Ilmu Pemerintahan 1 
 

Teknik Industri 1 

Total Partisipan 

24  
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Data diperoleh peneliti melalui wawancara secara tersetruktur dengan 

menggunakan cakupan pedoman wawancara dengan cakupan pertanyaan: 

1)  Bagaimanakah pendapat responden (mahasiswa) mengenai Pemilu serentak? 

2) Apakah responden (mahasiswa) mengetahui isu kenegaraan terkini? 

3) Bagaimanakah pendapat responden (mahasiswa) mengenai partisipasi politik 

era kini? 

Setiap wawancara berlangsung selama 30-45 menit dan dilakukan di tempat yang 

berbeda sesuai dengan kesepakatan dengan informan. Sebagai kelengkapan alat 

wawancara, peneliti menggunakan alat rekam, dan alat tulis. 

Perolehan data selanjutnya peneliti peroleh melalui observasi yang 

dilakukan selama bulan Maret 2019-Agustus 2019. Observasi yang peneliti 

lakukan adalah observasi non partisipan dengan kombinasi observasi terbuka. 

Sesuai dengan acuan Moleong (2007) bahwa observasi non partisipan adalah 

observasi yang hanya melakukan satu fungsi yaitu pengamatan, maka dalam 

penelitian ini peneliti hanya mengamati gejala penggalangan civic literacy melalu 

organisasi kemahasiswaan dalam tantangan demokrasi Indonesia di masa depan 

secara cermat, fokus objektif dan jujur. 

Observasi terbuka yang peneliti lakukan adalah dengan berdasarkan 

anteseden menurut Moleong (2007), yaitu dalam observasi terbuka kehadiran 

peneliti diketahui subjek penelitian dan subjek penelitian memberikan 

kesempatan bagi peneliti untuk melakukan observasi. Observasi terbuka yang 

peneliti lakukan dalam penelitian penggalangan civic literacy melalui organisasi 

kemahasiswaan dalam tantangan demokrasi Indonesia di masa depan adalah 

mengadakan pengamatan pada aktivitas BEM di 8 kampus berbeda di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang berlangsung, sebelum dan sesudah Pemilu 2019. 

Peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera, alat tulis guna memperoleh data 

yang dibutuhkan. Berikutnya peneliti memperoleh data melalui dokumentasi. 

Dokumetasi peneliti peroleh melalui catatan lapangan, program kerja masing-

masing BEM, jurnal, artikel hasil penelitian terkini, buku dan dokumen lainnya 

dalam bentuk soft file atau hard file yang peneliti anggap relevan dengan 
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permasalahan yang hendak dikaji. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan 

Huberman (1992) berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Reduksi data peneliti lakukan dengan mengumpulkan peroleh keseluruha data 

kemudian peneliti mengkategorkan data sesuai dengan permasalahan agar dapat 

memperkuat penelitian. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data 

yang muncul di lapangan (Miles & Huberman, 1992). Setelah mereduksi data, 

peneliti kemudian menyajikan data dalam bentuk susunan kalimat yang 

selanjutnya digunakan untuk penarikan kesimpulan. Validasi data yang peneliti 

lakukan adalah menggunakan metode trianggulasi. Metode tianggulasi dilakukan 

dengan membandingkan data yang peneliti peroleh dengan menggunakan metode 

lain yang berbeda. 

 

A. Kerangka Teoritik: Civic Literacy 

Pijakan teori civic literacy dalam penelitian ini berasal dari perkembangan 

civic literacy yang telah berkembang. Robert Putnam (1995) sebagaimana dikutip 

oleh Milner (2001) memberikan pengintensifan mengenai penurunan jumlah 

pemilih dalam pemilihan nasional di Amerika Serikat. Menurutnya, Putnam 

memberikan perhatian bahwa keanggotaan dalam organisasi menjadi indikator 

keterlibatan masyarakat (Milner H., 2001). Secara singkat, argumen Putnam 

(1995) mengenai modal sosial untuk partisipasi politik inilah yang digunakan 

sebagai kebanyakan basis teoritik untuk kajian tentang civic literacy. 

Civic literacy adalah seperangkat komponen keterampilan 

kewarganegaraan yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowledge), watak kewarganegaraan (civic dispotition), keterampilan intelektual 

(civic skills) baik keterampilan partisipatoris dan keterampilan intelektual. 

Menurut Suryadi (2010), civic literacy adalah pengetahuan dan kemampuan 

warga negara dalam mengatasi masalah sosial, politik dan kenegaraan. Civic   

literacy mengarah pada pembentukan warga negara yang mampu mengatasi 

permasalahan berbangsa dan bernegara (Raharjo et al., 2017). Dalam berbagai 

kajian mengenai civic literacy tidak jarang dikaitkan dengan civic engagement. 

Studi semacam itu terutama didasari oleh kajian mengenai penurunan tingkat 
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keterlibatan sipil orang Amerika Serikat. Menurut Hylton (201), peningkatan 

pengetahuan tentang melek kewarganegaraan dan empati sosial berkorelasi 

dengan tingkat keterlibatan di dalam politik. Sementara survei terhadap 

mahasiswa PPKn Universitas PGRI Madiun dalam analisis penguasaan 

kompetensi kewarganegaraan menunjukkan hasil dimana mahasiswa PPKn 

semester VII lebih baik dalam penguasaan civic competence, dikarenakan telah 

dikembangkannya kultur demokratis di dalam kelas, diskusi dan aktivitas luar 

kampus lainnya (Ardian & Harmawati, 2018). 

Civic literacy adalah dasar pengetahuan bagi masyarakat yang demokratis 

karena memuat pengetahuan bagaimana dapat berpartisipasi aktif (Stambler, 

2013). Terdapat berbagai variasi mengenai definisi dari civic literacy. Kajian 

literatur terhadap 18 naskah akademik proyek keaksaraan kewarganegaraan di 

Pendidikan Tinggi, menghasilkan bahwa definisi civic literacy bervariasi namun 

dengan pemusatan pada masalah sosial dan sikap kritis (Van Helvoort J, 2019). 

Hasil studi literatur ini juga memberikan gambaran mengenai visualisasi civic 

literacy sebagai berikut: 

Gambar 1: Hasil Analisis Kualitatif Literatur tentang 

civic literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Van Helvoort J, 2019). 
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Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa dalam memberikan gambaran 

yang utuh mengenai civic literacy terdapat banyak ranting. Civic literacy 

adalah bentuk kesatuan dalam pemusatan permasalahan yang menuntut 

adanya kesempurnaan kompetensi bagi warga negara dalam mengatasi 

permasalahan. Dalam demokrasi di Amerika Serikat, civic literacy termisikan 

dalam semangat ekonomi serta komunitas global untuk menumbuhkan warga 

negara yang berpengetahuan, berpikiran terbuka, dan bertanggung jawab 

secara sosial untuk kebaikan bersama (Pollack S.S., 2015). 

B. Temuan dan Analisis: Partisipasi Politik Melalui Pemilu 2019 dan 

Tantangan Demokrasi di Era Digital 

 

Pada hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti mengkolaborasikan 

temuan kemudian membahasnya secara langsung. Sesuai dengan rumusan 

masalah bagaimana penggalangan civic literacy melalui organisasi 

kemahasiswaan dalam menghadapi tantangan demokrasi Indonesia di masa 

depan. Peneliti menganalisis secara mendalam dan jelas temuan di lapangan yang 

kemudian bermanfaat bagi penarikan kesimpulan yang sesuai dengan hasil dan 

pembahasan. 

Mahasiswa yang terlibat dalam BEM memberikan berbagai pendapat 

mengenai Pemilu serentak 2019, sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan 

RADP mahasiswa Jurusan Manajemen yang terlibat dalam BEM Universitas 

Kristen Duta Wacana Yogyakarta berikut ini. 

 

Pewawancara: Bagaimanakah pendapat anda mengenai Pemilu serentak 2019? 

RADP: Pemilu serentak tentu saja merupakan bagian baru dalam perjalan 

demokrasi kita (Indonesia) Pemilu serentak yang katanya lebih efisien 

menurut saya juga merupakan kesempatan dalam mengadakan 

rekruitmen politik agar memiliki kualifikasi pemimpinan”... (RADP, 

2019) 

Mahasiswa yang merupakan generasi Y (lahir 1977-1994) dan Z (lahir 

1995-2012) memiliki asumsi bahwa Pemilu serentak merupakan praktik politik 
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baru bagi bangsa indonesia. Menyikapi temuan ini, maka bekal yang dibutuhkan 

bagi mereka adalah literasi mengingat kebiasaan generasi ini yang selalu ingin up 

to date. Hasil survei terhadap penggunaan social networking (SN) dalam Pilpres 

pada tahun 2008 dengan melibatkan lebih dari 3.500 anak berusia 18 hingga 24 

tahun menghasilkan situs jejaring media sosial digunakan anak muda dalam 

memperoleh informasi yang dapat menambah wacana mereka tentang praktik 

demokrasi (Baumgartner & Morris, 2009). Generasi Y merupakan generasi yang 

dekat dengan teknologi, dalam event Pemilu diperlukan literacy agar generasi ini 

tetap mempunyai integritas dan percaya terhadap proses politik yang terjadi 

melalui jalan politik ini. Pemilihan umum di Inggris pada tahun 2005 yang 

menghasilkan kemenangan bagi partai Buruh di House of Commons 

diestimasikan menunjukkan pengoperasian perilaku partai melalui strategi 

kampanye (Johnston, Rossiter, & Pattie, 2006). Perilaku aktor politik yang 

seringkali mengadakan kampanye dengan massif secara tersirat menunjukan 

perlunya literasi yang tepat bagi generasi muda. 

Dengan pertanyan yang sama, peneliti mengajukan pertanyaan pada JR 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta memberikan tanggapan, 

“… pemilu serentak bagi saya merupakan langkah kemajuan dalam 

mendewasakan politik bagi bangsa Indonesia, namun demikian, sebagai 

geerasi muda terutama kami yang hidup dengan teknologi menurut saya 

dalam pemilu ini diperlukan kebijaksaan dalam penggunaan teknologi 

karena rentan terhadap konflik dalam komunikasi media…” (JR, 2019) 

Berdasarkan temuan lapangan, peneliti menangkap bahwa terdapat kekosongan 

dalam menyosongsong digitalisasi kampanye dalam Pemilu. Civic knowledge 

sebagai keterampilan yang mencakup pengetahuan warga negara mengenai apa 

yang seharusnya diketahui warga negara menjadi bagian yang penting dalam hal 

ini. Hasil penelitian yang telah mengkaji potensi kegagalan teknologi untuk 

meningkatkan keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwasanya terdapat 

perdebatan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat 

utopis. Penelitian semacam itu menegaskan bahwa dalam proyek teknologi publik 

seperti ini, sering menemui kegagalan dan menyebabkan ketidakpercayaan antara 
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pemerintah daerah, pejabat publik, dan warga negara (Tapia & Ortiz, 2010). 

Terdapat banyak langgam bagi pemuda dalam mengolah dan mendapatkan 

informasi publik. Penelitian di Belanda dengan melibatkan 808 pemuda yang 

berusia 15-25 tahun mengivestigasi mengenai bagaimana kaum muda 

menggabungkan aktivitas sipil daring (online) dan luring (offline) dalam 

berpartisipasi. Penelitian itu menunjukkan bahwa kegiatan online dan offline 

digabungkan dalam aktivisme dan saling berbagi (Hirzalla & Zoonen, 2010). 

Pengetahuan mengenai isu  kekinan kenegaraan akan berkolerasi pada cara 

pandang yang holistik terhadap persoalan yang terjadi. Penelitian yang 

mengeksplorasi persepsi dan pengetahuan tentang masalah lingkungan di tingkat 

lokal, nasional, dan global di kalangan mahasiswa Universitas Atatürk, Turki, 

menghasilkan korelasi antara kelompok siswa dan tingkat pengetahuan sesuai 

dengan usia dan jenis kelamin (Kulözü N. Environ Sci Pollut Res, 2016). 

Sementara itu, keterlibatan dalam komunitas dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengetahuan sipil mereka. Hasil penelitian mengenai pengetahuan 

kewarganegaraan pada anak muda usia 16 hingga 25 tahun menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan pengetahuan pada  remaja  yang memiliki keterlibatan dan 

tidak terlibat dalam komunitas (Hart, Atkins, Markey, & Youniss, 2004). 

Seterusnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai partisipasi politik 

era kini pada mahasiswa. Partisipan memberikan pendapat bahwa terjadi 

pergeseran dalam bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik era kini merupakan 

era yang dekat dengan budaya digital (digitalisasi), sehingga dalam 

pelaksanaanya banyak melibatkan aspek teknologi informasi. Secara tidak 

langsung para partisipan memberikan pandangan mengenai tantangan demokrasi 

Indonesia di masa depan. LA mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Ahmad Dahlan misalnya menyatakan; 

“…Partisipasi politik era kini menurut saya adalah sesuai dengan era kini 

yaitu era digital. Dan ini menjadi tantangan demokrasi Indonesia di masa 

depan…” (LA, 2019) 

Civic literacy di era digital kini menghadirkan semacam tantangan demokrasi 

Indonesia di masa depan karena kehadiran media sosial yang menonjol. Dalam 
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konteks budaya digital melalui teknologi informasi komunikasi (TIK) dan 

pengetahuan tentang melek kewarganegaraan, terdapat mediasi bentuk modal 

ekonomi, budaya dan sosial dalam membentuk keterlibatan individu (Selwyn, 

2004). Masih dengan pertanyaan yang sama, Mahasiswa Universitas Atmajaya 

Yogyakarta yang terlibat dalam BEM menyatakan; 

“…Partisipasi politik era kini menurut saya bermacam-macam walau 

keterlibatan saat Pemilu masih penting juga, namun saat ini terdapat banyak 

cara dalam menyampaikan aspirasi, Yang paling kentara saat ini tentu 

banyak fenomena hashtag dan viral di mana- mana…” (SAS, 2019) 

Senada dengan SAS, OTK mahasiswa Jurusan Komunikasi di Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta memberikan tanggapan, 

“…Partisipasi politik era kini menurut saya lekat dengan digitalisasi. 

Dalam aspek politik tentu saja hal tersebut merupakan bentuk respon dan 

adaptasi terhadap perubahan…” (OTK, 2019) 

 

Partisipan mempunyai pendapat bahwa tantangan demokrasi di masa depan 

bagi Indonesia adalah bagaimana wujud adaptasi terhadap teknologi informasi 

komunikasi dalam tataran kehidupan politik secara konkrit. Penelitian mengenai 

peran profesional kampanye dalam kampanye Pemilu di era digital secara 

keseluruhan menyimpulkan bahwa dibutuhkannya peran profesional kampanye 

sebagai wujud dalam mengisi kekosongan keterbatasan institusional partai politik 

dalam kampanye (Farrell, Kolodny, & Medvic, 2001). Hadirnya teknologi 

informasi dan komunikasi dalam arena politik menghadirkan seruan dalam 

tantangan demokrasi Indonesia di masa depan. SI seorang mahasiswa dari 

Universitas Islam Negeri “Sunan Kalijaga” Yogayakarta menyatakan; 

“…bagi kami, keterlibatan politik saat ini lebih banyak jalan. Era digital 

banyak tawaran dalam mengakses informasi, namun dalam menyaring 

informasi tentu saja masih memerlukan banyak arahan dan bimbingan dari 

berbagai pihak…” (SI, 2019) 

Menghadapi tantangan demokrasi Indonesia di masa depan, Indonesia tetap 

sesuai dengan dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang ada dalam 
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pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 (Saputri & Bagus Edi Prayogo, 2018). Selain 

itu berkaitan dengan tantangan demokrasi Indonesia di masa depan, maka upaya 

untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber literasi dalam kehidupan berbangsa 

menjadi penting adanya. Menginternalisasi nilai- nilai Pancasila adalah upaya 

dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada 

nilai-nilai Pancasila (Dianasari & Hidayah, 2019) 

Penggalangan     civic     literacy melalui organisasi kemahasiswaan 

dalam tantangan demokrasi Indonesia di masa depan adalah dalam rangka 

memelihara tanggungajawab kewarganegaraan dari  mahasiswa. Melalui 

organisasi kemahasiswaan, diharapkan mahasiswa mampu bertindak demokratis, 

berfikir secara komperehensif dan kritis. Dalam skema reformasi kurikuler, 

literasi kewarganegaraan kini berada pada posisi yang sering berubah (Cortés, 

1983). Tantangan demokrasi Indonesia di masa depan menempatkan warga 

negara Indonesia untuk dapat memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban serta dapat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Menjadikan warga 

negara yang cerdas dan sadar mengenai hak kewajibanya dalam ruang lingkup 

kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pekerjaan rumah yang 

membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Masalah-masalah dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara seperti demokrasi, Hak Asasi Manusia 

(HAM), dan aspek kebangsaan menjadi bagian yang harus sudah bersifat 

familiar. Hubungan antara berkembangnya masyarakat demokratis dan 

berkembangnya pengetahuan adalah hubungan yang sudah lama dengan 

demikian maka sudah seharusnya upaya pencerdasan kewarganegaraan 

merangkul berbagai aspek dan berbagai ranah (Heiland & Huber, 2015). Adanya 

pengharapan terhadap pemimpin selanjutnya dari generasi muda adalah wujud 

dari keinginan adanya perubahan dari kondisi tertentu. Studi tentang kajian 

kewarganegaraan kepada lebih dari 11.000  siswa yang menulis surat kepada 

presiden berikutnya menjelang pemilihan di Amerika Serikat pada tahun 2016 

menghasilkan setidaknya terdapat 43 topik  yang menjadi pengharapan dari para 

siswa seperti antara lain, imigrasi, senjata, biaya sekolah (Garcia, Levinson, & 

Gargroetzi, 2019). Civic literacy melalui organisasi kemahasiswaan menjadi 
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alternatif dalam memperkenalkan mahasiswa agar menyentuh ranah politik 

yang berorientasi pada kepentingan publik. Hasil analisis survei nasional selama 

dua dekade di Amerika Serikat dan dua studi Euro barometer memunculkan 

pengharapan akan adanya replikasi ukuran dalam berbagai studi tentang 

pemahaman publik dan sikap terhadap sains dan teknologi (Miller, 1998). 

Upaya menghidupkan atmosfir demokrasi telah terjadi di belahan dunia. 

Upaya mencerdaskan warga negara melalui sekolah juga dipercaya menjadi 

bagian dalam meningkatkan pengetahuan sipil. Sekolah Dasar Edwin M. Stanton 

di Philadelphia, Amerika Serikat misalnya, mengembankan kurikulum 

kewarganegaraan yang merupakan salah satu upaya untuk membangun 

pembelajaran kewarganegaraan dan upaya dalam menggambarkan bagaimana 

kewarganegaraan dapat menjadi saluran yang efektif untuk menghubungkan 

kurikulum dan praktik kepemimpinan (Brasof & Spector, 2016). Sementara 

berkaitan dengan ideologi Pendidikan Kewarganegaraan, seorang guru 

berhubungan dengan bagaimana dan apa yang mereka ajarkan. Hasil studi 

menjelaskan bahwa guru yang konservatif dan liberal cenderung mendukung 

kurikulum berdasarkan lembaga sipil milik negara. Namun sebaliknya, guru 

dengan orientasi kritis kurang mendukung institusi negara dan lebih cenderung 

mendukung kurikulum berdasarkan institusi sosial (Knowles, 2018). Selanjutnya 

tentang keefektifan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat, hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan  yang 

memengaruhi kapasitas demokratis hanya berlaku untuk siswa yang berasal dari 

latar belakang tertentu, padahal metode pengajaran guru dapat mempengaruhi 

stimulasi pengetahuan bagi siswa (Gainous & Martens, 2011). 

Secara umum dalam pengajaran, adanya keterkaitan komponen dalam 

pencapaian tujuan pendidikan menjadi penunjang dalam keberhasilan tujuan 

pendidikan. Perlunya interaksi yang positif antar komponen pendidikan seperti 

evaluasi, sumber belajar, pedekatan, materi dan lain-lain menunjang dalam 

penciptaan hasil belajar yang efisien dan efektif. Di Amerika Serikat, sejak 

amandemen ke-10, konstitusi Amerika Serikat telah menjadikan pendidikan 

sebagai fungsi negara. Kesiapan lulusan sekolah menengah dan untuk jenjang 
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selanjutnya (Pendidikan Tinggi) di mungkinkan tergantung pada negara tempat 

tinggal. 

           Salah satunya adalah 50 negara bagian dan District di Columbia sangat 

bervariasi dalam kebijakan dan praktik dalam pendidikan (Owings, Kaplan, 

Myran, & Doyle, 2017). Sementara itu, efek "brain drain" atas fenomena 

banyaknya calon mahasiswa pascasarjana dari wilayah Afrika sub-Sahara yang 

terus memilih Amerika Serikat sebagai tujuan studi mereka untuk menempuh 

pendidikan tinggi (Smith, 2007) telah mengarah pada adanya pengaruh dari faktor 

pendidikan, metode dan pengajaran. Lebih lanjut era digital saat ini, munculnya 

kekuatiran adanya berita palsu (hoax) sehingga memunculkan kebutuhan atas 

pentingnya berbagai bentuk literasi media (Jones-Jang, Mortensen, & Liu, 2019). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukan bahwa terdapat 

pandangan yang positif terhadap Pemilu sebagai skema rekruitmen kepemimpinan 

politik yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. 

Dengan demikian maka penggalangan civic literacy melalui organisasi 

kemahasiswaan dalam tantangan demokrasi Indonesia di masa depan diharapkan 

dapat menjadi solusi dan jawaban atas keresahan masa depan demokrasi 

Indonesia. 

C. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat cara pandang yang positif di kalangang mahasiswa mengenai pelaksanaan 

Pemilu secara serentak pada tahun 2019. Cara pandang yang cukup positif ini 

tersirat pada harapan adanya rekruitmen kepemimpinan politik yang sesuai dengan 

falsafah bangsa (Pancasilais). Dalam menyaring pengetahuan isu kenegaraan 

terkini terhimpun data bahwa terdapat beberapa cara dalam memperleh informasi 

termasuk keterlibatan mahasiswa dalam rangka partisipasi politik mereka, 

khususnya yang kental dengan nuansa digitalisasi. 

Penggalangan     civic     literacy melalui organisasi kemahasiswaan 

dalam menghadapi tantangan demokrasi indonesia di masa depan menjadi solusi 
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dalam menyeimbangkan pondasi pengetahuan masyarakat dalam rangka 

mengokohkan demokrasi sehingga tercipta smart and good citizen. Melalui 

organisasi kemahasiswaan dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa dalam 

perwujudan praktik kewarganegaraan sehingga dapat menjadi dasar dari 

penguatan civic literacy dan good citizen. 

Organisasi kemahasiswaan bagi mahasiswa menjadi solusi dalam 

pembelajaran peran sebagai warga negara. Mahasiswa selama ini dianggap 

sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai dominasi keilmuan yang dapat 

bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu mereka 

sudah selayaknya dapat berperan dan berkontribusi aktif dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada pengetahuan yang 

dimilikinya sehingga mandat sebagai agent social of change dapat terwujud.
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